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ABSTRAK

Saksi adalah  orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri.  Peran saksi dalam setiap persidangan perkara 
pidana sangat penting karena  kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan 
menentukan kecenderungan keputusan hakim.  Proses pemberian kesaksian 
merupakan langkah yang penuh resiko yang  membayangi dan seringkali 
mengancam  kehidupan  dan  kebebasan  saksi maupun  terhadap  keluarga  dan 
pendampingn ya. Kebutuhan  atas perlindungan  dan dukungan  bagi  saksi 
merupa kan prioritas  utama. Bentuk-bentuk  perlindungan  yang diberikan kepada 
saksi harus bersifat menyeluruh  dan sungguh  menjamin  terlindungin ya hak-hak 
saksi dalam tahapan-tahapan  yang harus mereka lalui.Posisi saksi yang demikian 
penting nampaknya sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang secara 
khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian 
sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Kepentingan atau hak 
saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana hanya 
satu pasal yakni Pasal 229.  Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
(1) Bagaimanakah kedudukan dan perlindungan hukum Lembaga Perlindungan Saksi 
dan  Korban terhadap saksi dalam perkara  pidana  berdasarkan  Undang  –  Undang 
Republik Indonesia  No.  31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban? 
(2)Apakah  hambatan-hambatan  dalam proses perlindungan  hukum  bagi  saksi 
berdasarkan  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia No.  31  Tahun  2014  Tentang 
Perlindungan  Saksi  dan  Korban?  Penelitian  dalam  tesis  ini  menggunakan  legal 
research (yuridis  normatif),  dalam  tipe  ini  penelitian  menitikberatkan  pada 
pengkajian  kaidah-kaidah  atau  norma  dalam hukum positif  dan   sistem peradilan 
pidana di Indonesia,  yakni : (a)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945.  (b)  Undang  –  Undang   Republik  Indonesia No.13  Tahun  2006  Tentang 
Perlindungan Saksi Dan Korban dan (c)  Undang – Undang Republik Indonesia No. 
31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  UU  RI  No.13  Tahun  2006  Tentang 
Perlindungan  Saksi  Dan  Korban. Kedudukan dan  perlindungan  bagi  saksi  dalam 
kasus tindak pidana  merupakan hal penting, karena    keterangan saksi sebagai alat 
bukti  yang  sah  merupakan  elemen  penting  dalam  proses  peradilan  pidana  yang 
membantu  majelis  mengungkap  kebenaran  materiil. Perlindungan  terhadap  saksi 
sangat penting, mengingat saksi seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan 
dari  berbagai  pihak.  Perlindungan  ini  untuk  memberikan  jaminan  terhadap  saksi 
untuk  mengungkap  fakta  sebenarnya  tanpa  adanya  tekanan  dari  pihak  manapun; 
namun  dalam  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  saksi  masih  ada  beberapa 
hambatan.
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ABSTRACT

The witness is a person who provides information for the purpose of investigation, 
prosecution and trial of a criminal case that he heard him, he sees himself and he 
experienced himself. The role of a witness in any trial of the criminal case is very 
important  because often witness testimony can influence and determine the likely 
decision  of  the  judge.  The  process  of  giving  testimony  is  a  risky  step  that 
overshadows and often threaten the life and freedom of witnesses and to the families 
and companions. The need for protection and support for witnesses is a top priority. 
The  forms  of  protection  given  to  witnesses  should  be  comprehensive  and  truly 
guarantee the protection of the rights of witnesses in the stages they have to witness 
such an important.  Position seems in line with the attitude of the legislators, which 
specifically provide protection to witnesses and victims for the provision of a number 
of  rights,  such  as  those  held  by  the  suspect  /  defendant.  Interests  or  rights  of  a 
protected witness in the Book of the Criminal Procedure Law is only one article, 
namely Article 229. The problems discussed in this study were (1) What is the status 
and legal protection of the Witness and Victim Protection Agency against a witness in 
a criminal case based on the Act - Act Republic of Indonesia No. 31 of 2014 on 
Protection of Witnesses and Victims? (2) Are the obstacles in the process of legal 
protection for witnesses under Act - Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2014 
on the Protection of Witnesses and Victims? The research in this thesis uses legal 
research  (normative),  in  this  type  of  research  focuses  on  the  assessment  rules  or 
norms in the positive law and the criminal justice system in Indonesia, namely: (a) the 
Constitution of the Republic of Indonesia, 1945. (b ) Law - Law of the Republic of 
Indonesia No.13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims and (c) Law - Law 
of the Republic of Indonesia No. 31 of 2014 on the Amendment of Republic Act 
No.13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. The status and protection for 
witnesses  in  criminal  cases  is  important,  because  the  witness  testimony  as  valid 
evidence is an important element in the criminal justice process helps uncover the 
truth material assemblies. Protection of witnesses is important, given the witnesses 
are often intimidated and pressures from various parties. This protection is to provide 
assurance to witnesses to reveal the truth without pressure from any party; but in the 
implementation of the protection of witnesses are still some obstacles.
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